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M E N T E f t l 
I-ENDAVAGUNAANAPAILMUR NEGATL^ 

KEPUDLIK INDONESIA 

Nomor : 12UM.PAN/1/200J Jak^ la ,2B April2003 
l.ampiroji ; 1 (s^iij) bcikas 
llnl : rcrji(iir:in I'driluMiaan Pcrj luran Pemennlah 

Nonuir M dan Nomor 9 Tahxin 2003 

Kepada Ylh. 

1. Pni a ChibcMiiir; 
2. ParaltupaiLAValikola 

di 
Sclumti liuJoTicsIa 

Sehubunean dengan telah dilerbitkonnya Fcraturan PcmciinLdi Nomor S Tahun 

2003 lentaxig Pcdoman Organisasi Perangkal Dacrah dan Peraturan Pcmerinlah Nomor 9 

Tahun 2003 lenlang V/cwcnang Pengangkalan. Pemindahan, dan Peinbcrhenlian Pegawai 

Negeri Sipil. bcrsamn Ini disampaikan Sural ECepunrson Dcrsama ( S K B ) Nfcnlcri 

Pendayagunaan Aparalur Negara don Mcnlcri Ddam Negeri Nomor 

0:/SlCB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 lentang Pelunjuk 

Pelaksanaan (JukZak) Peraluran Pemcriniah Nomor S Tahan 2003 dan Pcralunur 

Pcmcrinloh Nomor 9 Tahun 2003, untuk dnpaf digunakan scbagai pcdoman dalam 

Tucbkukon penalaan kcleinb^igaan don kcpcgawaion d! D.icroli. 

Disaniping ilu, bcrsoma ini disampaikan pula Kepuiusan Mcnlrri Pundayagunaan 

Aparalur Negara tcnta^ig Penclapan Esclon Kepala Tata Usaha Sckolali Lanjulan Tingknl 

Pcnama dan Seknlrh Menengah Umum, scbagai lindak hmjul Pasal 21 Peraluran 
Pemcriniah Nomor 8 Tahun 2003. 



•2-

Sedangkan bcberapa pciaiujan pelaksanaan lairxiya saai ini masih scdang disnsun 

Rancangan Kepulusan Presidcn lenlang Pcdoman Organisasi Rumah Sakit Dacrah, 

Rancangan Pctaturan Pcmciintah lenlang Organisasi Saiuan Poksi Pamong Praja, scna 

Pcdoman Organisasi Kccamaian dan Keluiahan, yang diharapkan dapat scgcra scksai 

dfllnm wakiu yang I'ldak lerlalu lama. 

Dcmikian agar menjadi maklum. 

Mcnim 

Tcmbusan Ylh.: 
Mcnlcri Dalam Negeri 



M E N T E R l 
P E N D A Y A C U N A A N A P A R A T U R N E C A R - A 

B E P U D L I K I N D O N E S I A 

KEPUTUSAN MENTERl 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

NOMOR; 40/KEP/M.PAN/4/2003 

TENTANG 

P E N E T A P A N E S E L O N KEPALA TATA USAHA 
S E K O L A H LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAM UMUM 

M E N T E R l PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. 

Mcnimborig : a bahwa dalam rangka tiodak larjut pelaksanaan kclenluan Pasa l 
2t Pernturan Pemerinlah Nomor 0 Tahun 2003 lenlang 
Organisasi Perangkal Daerah dipandang perlu monetapkan 
Penclapan Eselon Kepala Tala Usaha Sekolah Lanjulan Tingkal 
Perlama dan Sekolah Menengah Umum; 

b. bahwa unli'k maksud torsebut hun i a dipandang perlu 
menelapkan Kepulusan Menleri Pendayagur^aan Aparalur 
Negara lenlang Penelapan Esefon Kepala Tata Usaha Sukolah 
Lanjutan Tingkal Perlama dan Sekolah Menengah Umum.; 

Mcngingal 1. Undong-Urfdang Nomor 22 Tahun 1095 lentang Pcmehntahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3639); 

2. U^dang-Undang Ncmor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-Pokok 
Kepegowajan sebagaimana telah diubah dengan UnaarKj-
Uidang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 169); 

3. Peraluran Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
200O lentang Kewenangan Pemerinlah dan Kewenangan 
Propinsi Scbagai Daerah Olonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 5A, Tambahan Lembaran Negara Nomof 3952); 



4. Peraluran Pemenntah Nomor 8 Tahun 2003 lenlang Pedoman 
Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Nomor 4262 
Tahun 2003); 

5. Peraluran Pemerinlah Nomor 9 Tahun 2003 lenlang Wewenan'g 
Pongangkalan, Pemindahan, dan Pemberhenlian Pegawai 
Nogcri SipiJ (Lembaran Negara Nomor 4263 Tahun 2003); 

8. Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 
lenlang Jenjang Pangkal dan Tunjangan Jabaian Slruklurol; 

T Kepulusan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
9 r ^ E P / M , PAN/11/2001 lenlang Organisasi dor̂  Tala Kerja 
Knntor Menleri Negara Pendayagunaan Aparalur Negara; 

MEMUTUSKAN 

Menelapkan : K E P U T U S A N MENTERl PENDAYAGUNAAN A P A R A T U R 
. NEGARA TENTANG PENETAPAN E S E L O N K E P A L A TATA 

USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT P E R T A M A DAN 
S E K O L A H MENENGAH UMUM. . 

• 

Perlama Eselon jabaian Kepala Tata Usaha Sekotah Lanjulan Tingkal 
Pcrtama dan Sekolah Menengah Umum odalah V.a. 

Kedua : Pertelepan icbih lanjul eselon jabaian Kepata Ta la Usaha Sekolah 
Lanjulan Tingkal Perlama dan Sekotah Menengah Umum 
dilelapkan dengan Peraluran Daerah. 

Keempat K ^ u t u s a n Ini mulai berlaku pada.langgaf dilelapkan. 

Dilelapkan df Jakarta 
Padalanggat 23 April 2003 

M enter! 
Pendayagunaan Aparalur Negara', 

V W l B I t I 
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K E P U T U S A N BERSAMA 
MENTERl PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN MENTERl DALAM N E G E R I 

NOMOR: 01/SKB/M.PANi4/2003 
NOMOR: 17 TAHUN 2003 

TENTANG 

P E T U N J U K PELAKSANAAN 
P E R ' M U R A N PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2O03 TENTANG 

PEDOMAN ORGANISASI P E R A N G K A T DAERAH 
DAN PERATURy\N PEMERINTAH NOIVIOR 9 TAHUN 2G03 TENTANG 

W E W E N A N G PENGANGKATAN, PEMJNDAHAN, DAN 
PEM8ERHENTIAN PEGAWAI N E G E R I SIPIL 

M E N T E R l PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN 

MENTERl DALAM N E G E R I , 

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuli pelaksanaan penalaan 
organisasi perangkal Daerah serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil, 
dipandang perlu menelapkan petunjuk pelaksanaan Peraluran 
Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2003 Tenlaixg Pedoman Organisasi 
Perangkal Daerah dan Peraluran Pemerinlah Nomor 9 Tahun 2003 
Tenlang Wewenang Pengangkalan, Pemindahan, dan 
Pernbetheiilian Pegawai Negeri Sipil; 

Mengingal : 1, Peraluran Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2003 Tenlang Pedoman 
Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 14); 

2. Peraluran Pemerinlah Nomor 9 Tahun 2003 Tenlang Wewenang 
Pengangkalan, Pemindahan, dan Pcmberhenlian Pegawai 
Negeri SipiJ (Lembaran Negara Tahun 20O3 Nomor 15): 

3. Kepulusan Presidcn Republik Indonesia Momor 101 Tahun 2001 
Tcrxtang Kcdudukan, Tugas, Fungsi dan Kcwenangar*. Susunon 
Organisasi, dan Tata Kerja Menleri Negara sebagaimana letah 
dnrbnh dcngan Kepulusan Presidcn Nomor 2 Tohun 2002; 



Menelapkan : 

P E R T A M A : 

KEQUA 

K E T f G A 

4. Kepulusan Preslden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001. 
Tontang Kedudukan. Tugas. Fungsi. Kewenangan, Susunah 
Organisasi dan Tala Keija Oepanemen sebagaimana lelah 
diubah dengan Kepulusan Presiden Nomor AS Tahun 2002; 

K E P U T U S A N BERSAMA MENTERl PENDAYAGUNAAN APARATUR 
N E G / ^ A DAN MENTERl DALAM NEGERI , 

Menelapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraluran Pemcrrnlah Nomor 8 Tahun 
2003 Tenlang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraluran 
Pemerinlah Nonror 9 Tahun 2003 Tenlang Wewenang Pengangkalan, 
Pemindahan, dan Pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
lersebui dalam Jampiran dan merupakan bagi'an yang lidak Icrpisahkan 
dari Kepulusan ini. 

Pelunjuk Pelaksanaan dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA sebagal 
panduan dalam penalaan don penyempurnaaan organisasi perangkal 
daerah serta pembinaan Pegawai Negeri S'tp t, di lingkungan Pemerinlah 
Propinsi dan Kabupalen/Kola. 

Kepulusan inr mular berlaku pada tanggal dilelapkan. 

MEMUTUSKAN 

Dilelapkan di Jakarta 
Pada tanggai ?4 April 2003 

M E N T E R l DALAM N E G E R I . . ^ M E N T E R l 
P E N D A Y A G U N M A N A P A R A T U R N E G A R A . 



Laii ipiran : Kepu lusan Bersama Mcnlcri Pendayagunaan Aparalur Negara 
dan Mcnlcri Dalam Negeri 
Nomor ; on/SKB/M,PAN/4/2003 
Nomor ; 17 Tahun 2003 
lentang Pelunjuk Pelaksanaan Peraluran Pemerin lah Nomor 8 
T a h u n 2003 lentang Pcdoman Organisasi Perangkal Daerah dan 
Pera luran Pemerinlah Nomor 9 Tahun 2003 lentang Wewenang 
Pengangka lan , Pemindahan, dan Pembcrhent lan Pegawai 
Negeri Sipil 

A . P E R A T U R A N P E M E R I N T A H NOMOR 8 TAHUN 2003 T E N T A N G PECOMAN 
O R G A N I S A S I P E R A N G K A T D A E R A H 

I. L A T A R B E L A K A N G 
• 

1. Reformasi birokrasi baik pada Pemerinlah Pusal maupun Pemerinlah 
Daerah merupakan kebuluhan dalam upaya mewujudkan kepemerinlahan 
yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada lataran 
Pemerinlah Daerah diarahkan unluk melakukan koreksi dan 
per^yempurnaan terhadap segala kekurangan yang lerjadi pada 
pelaksanaan kebijakan desenlraiisasi sebagal ujung tombak dalam 
pelaksanaan fungsi uToma birokrasi yailu pelayansn publik yang secara 
iangsung bersenluhan dengan pemenuhan kebuluhan masyarakal. 

2. Dalam implemcntasi olonomi daerah. salah S E I U aspck yang cukup 
stralegis adalah aspek kelembagaan perangkal daerah Kelembagaan 
perangkat daerah berdasa/kan Pasal GO UU Nomor 22 Tahun 1999 
lenlang Pemerinlahan Daerah. lerdiri dari Sekrelarial Daerah, Dinas 
Docrah, dan Lcmbaga Teknis Daerah. Di sarrping ilu, Pasal 66 aycl (1) 
UU Nomor 22 Tahun 1999 menelapkan Kccamatan merupakan perangkal 
Dacrah Kabupalen dan Daerah Kola serta Pasal 120 UU Nomor 22 
Tahur> 1999 menelapkan Saiuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkal 
Pemennlah Daerah. Selaniulnya dalam PasaJ 68 ayal (1) UU Nomor 22 
Tahun 1 9 9 9 disebulkan bahwa susunan organisasi perangkat dacrah 
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dilelapkan dengan Peraluran Daerah sesuai dengan pedoman yang 
dilelapkan Pemerinlah. Dalam rangka pelaksanaan kelenluan lersebut, 
pada tarxggal 25 Seplember 2O0O lelah ditelapkar; PP Nomor 84 Tahun 
2000 lenlang Pcdoman Organisasi Perangkal Daerah, 

3 P P Nomor 84 Tahun 20O0 tfilah memberikan kckuasasn dan keleluasaan 
yang sang.n besar kepada PemefinOh Daerah dalam menyusun dan 
menelapkan cgan i sas i perangkat daerahnya. Dalam pedoman lersebui 
sebenarnya lolah dilegaskan bahwa penyusunan keTembagaan perangkal 
daerah harus memperlimbangkan kewenarigan yang dimiliki; karaklerislik, 
potensi dan kebuluhan daerah; kemampuar; keuangan daerah; 
kelefscdiaarx sumbor daya aparalur; dan pengembangan pola kemilrsan 
anlar daerah serta dengan pihak keiiga, 

4, Namun, kewenangan dan keleluasaan lersebui pada lahap impremenlasr 
d i tcr jcmahkan secara bcrbcda-beda oleh masing-masing Dacrah dan 
cendcrung di la fs i rkan sesuni dengan keinginan masing-masing 
Daerah. Berdasarkan hasil evafuasi kelembagaan yang dilakukan Tim 
Kemenlerian Pendayagunaan Aparalur Negara dar> Deparlemen Dalam 
Negeri, ditemukan fakia adanya kcccnderungan untuk membentuk 
organ isas i perangkal daerah yang lerlalu besar dan kurang 
d idasarkan pada kebuluhan nyata Dacrtih yang bersangkutan. 
Berbaga pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan kepulusan 
dalam penalaan kelembagaan serir^gkali cenderung lebih bernuansa 
poTilis daripada perlimbangan rasior»a!/obyeklif. efisiensi. dan efeklivilas. 

5. Kecendefungan lersebui lelah membawa implikasi pada pembengkakan 
organisasi perangkal daerah secara sangai signiTkan. Hal ini lenlu 
berpengaruh besar pada inefrsiensi slokasi anggaran yang lersedia pada 
masing-masing Daerah. Dana Alokasi,Umum (DAU) yang semcstinya 
selain uniuk beJanJa pegawai juga diperuniukkan bagi pemoangunan dan 
pomeiihorooo sarona don prasarana gniuk kepenlingan peiayanan pubrik, 
sebagian besar untuk membiayai birokrasi Pcmcrintah Daerah, Dengan 
demrkfan kondrsi kelembagaan Pemerinlah Daerah masih belum sejalan 
dengan makna. maksud, dan lujuan olor>om( daerah. 
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6, Solain mcnimbulkan mefisiensi penggunaan surnber daya, 
pembengkakan organisasi juga berdampak pada melebarnya renlang 
kendaii dan kurang lerinlegrasinya penanganan {institutional incoherency) 
karena fungsi yang seharusnya dilsngani dalam satu kesatuan unit harus 
dibagi ke beberspa unrt organisasi yang pada okhrmya mengarah pada 
membengkaknya (proliferasi) birokrasL Kondisi leisebut Icbih jauh akan 
berpoicnsi pada terjadinya disharmoni dan bahkan friksi antar unit 
orgontsasi sobagai akibat lanK-fnenarik fcewenar>g3n. 

7- Or sisi lain, derxjan adanya oionomr daerah. organisasi Pemerinlah 
Oaerah d^narapkar) menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan 
sebagal wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsr pemerinlah serla sebagal 
proses inleraksr anlara Pemerinlah dengan inslltusi daerah lainnya dan 
dengan masyarskal secara oplimal. Dengan demikian, yang dipcrlukan 
dalam organisast Pemerinlah Daerah adalah lerwujudnya poslur 
organisasi yang proporsional. efisien, dan efeklif yang disusun 
berdasarkan prinsip-pfinsip organisasi. Oleh karena ilu. diperlukan sualu 
pedoman yang lidak hanya memberikan penjefasan mengenai jonis dan 
benluk organisasi perangkal daerah. akan letapi juga dapal memberikar^ 
gambaran dan arah yang lebih jefas mengenai rambu-rambu berupa 
kritena yarg dapat dipergunakan sebagal dasar pomfafan organisasi 
(self-organizing asscsment), unluk menenlukan sendiri lingkal urgensi. 
organisasi yang akan dibentuk. 

6. Hasi l evaluasi s e c a r a komprehensif a las pelaksanaan P P Nomor 54 

Tahun 20OO tersebul menjadi dasar pertimbangan perlunya 

penyempurnaan dan mengganlinya menjadi P P Nomor 8 Tahun 

2003 . 

II. PENATAAN P E R A N G K A T DAERAH 

1. Kebijakan dalam penalaan kelembagaan pemerinlah. boik Pemerinlah 
Pusat maupun Pemerinlah Daerah Tebih dsrehkan pada upaya 
righisizing yailu upaya penycderhanatin birokrasi pemerinlah yang 
diarahkan untuk mongembangkan organisasi yang lobih proporsional, 
dalar {flat). Iran spa ran. hierarki yang pendeh dan lerdesenlrafisasi 
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dibutuhkan sesuai karakteristik masing-masing Daerah. Adapun, bagt 
Pemerrniah Propinsi. jumlah Dinas dilelapkan lebih sedikil yaitu maksimal 
10 (sepuluh) Dinas. mengingal kewenangan di Propinsi hanya 
kewenangan yang bersifal lintas Kabupalen/Kota dan kewenangan yang 
belum dapat dilakukan Kabupalen/Kola (vide Pasal 9 UU Nomor 22 
Tahun 1999). 

5. Khusus bagi Propinsi OKI Jakarta diberlakukan pongecualian pembalasan 
jumlah Dinas sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Dinas mengingal 
otonomi daerah lerlelak pada Propinsi. Sebagai konsekuensinya, maka 
wiiayah Propinsi OKI Jakarta tidak memiltki Kobu pa ten/Kola otonom. 
sehingga sGluruh kewenangan wajib sebagaimana disebulkan dafam 
Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999 men|adi kewenangan Propinsi DKI 
Jakarta. 

6. Demikjan puJa. pembalasan jumlah unil-unil perangkat daerah lainnya 
diletapkan dengan pertimbangan pada pengakomodasian fungsi yang 
paling mandekati kebuluhan nyata. Secara khusus, mengenai 
perangkal daerah berdasarkan P P Nomor 8 Tahun 2003, yang perlu 
mendapat penjelasan lebih lanjut adatah sebagal berikut: 

a. Sckrclar l i i t Dacroh 

Berbcda dcrxgan yang dialur datam PP Nomor 64 Tahun 2000. dalam 
P P Nomor 8 Tahun 2003 Sekrelarial Daerah ditegaskan sebagai unsur 
pembanlu pimpinan Pemerinlah Daerah. HaT ini mengandung 
pengertian bahwa Sekreiaris Daerah selain sebagai pimpinan dalam 
pombinpan dan peiayanan adminislrasi juga berperan unluk 
mcngkoordinasikon unit-unit perangkal daerah lainnya. Selain ilu, 
Sokretana Dacrah sebagai unsur pcmbantu .pimpinan Pemerinlah 
Oacra.h merupakan jabatan negeri karena sesuai Pasa l 61 aya! (2) 
dan (4) UU Noinor 22 7anun 1939. Sekrelars Daerah hanya dapat 
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi sysrat. 

b. Dinas 

T) Padd Dtnas difakukon penghapusan |aba:an Wakif Kepala Dinas 
dalam rangka memperpendek proses birokrasi serta unluk 
menghindan duplikasi lugas Kepala dan Wakil Kepala sehingga 
pelaksanaan lugasnya febih efeklif,. 

• 



2) Pumbenlukan Dinas dilakukan dengan menggunakan krileria 
sebagaimana yang dilelapkan dalam Lampiran P P Nomor G Tahun 
2003. Ada ^0 (sembilan betas) bidang yang dilelapkan krilerianya 
sebagai instfumen unluk menenlukan lingkat urgensi pembentukan 
Dinas pada bidang dimaksud. Sualu bidang yang berdasarkan 
penilaian mendapatkan skor kurang dari 750, dapal digabungkan 
dengan bebcrapa bidang tertenlu yang bsrsesuaian menjadi salu 
Drnns. 

3) Apabila sualu bidang pemerinlahan yang karena sifnlnya dan 
berdasarkan pertimbangan Daerah lidak bisa digabung dengan bidang 
pemehnlahan lain dalam salu Dinas dan berdasarkan penilaian 
niendapatkan skor kurang dari 750, maka bidang pemerinlahan 
tersebul dapal dibenluk menjadf Ofnas lersendiri, sepanjang jumlah 
keseluruhan Dinas lidak melebihf jumlah yang ditenlukan. 

4) Fungsi Cabang Dinas Kaljupaten/Kola di kecamalan difnlcgrasikan 
menjadi perangkal Kecamalan, Hal ini dilakukan unluk mcnghindari 
duplikasi pelaksanaan lugas di Japangan mengingal Carnal merupakan 
perangkal Daerah Kabupaten/Kota. 

Lcmbapa Tckn ls Dacral i (LTD) 

1) Berbcda dengan yang diatur dalam P P Mcrnor S4 Tahun 2000, pada 
P P Nomor 8 Tahun 2003 ini LTD dilegaskan sebagai unsur pelaksana 
lugas lerlentu yang karena slfalnya lidak tercakup dalam Sekrelarial 
Dacrah a lau Dinas Daerah. 

2) Didang-btdang yang menjadi lugas LTD mclioulf bidang pcrcncanaan, 
pcngaipvasan, pcnelHian dan pongembangan. pcndidikan dan 
peLiiihan. perpuslaKaon, Kearsipan dan dokumcnlasi, kepondudukan, 
serta peiayanan kesehalan. Penenluan bidor^g-bidang lersebui, bukan 
beiaii i scliap- salu bidang harus diwadahi dalam salu LTD lelapi 
sebaiiknya salu L T D dapal mewadahi bebempa bidang yang fungsinya 
!)i.*idcknUin. Subaqii i con!uJi, bidang j icrencanaai i dengan bidang 
peiieMian dan pengcmbangan dapal dKvadahr dalam salu LTD. 



3) L T D juga dapal menampung bidang lain yang beium Icrmasuk 
daL'irn bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayal (3) dan 
Par-al 10 aya l f3) PP Nomor 8 Tahun 3003 lelapi berdekalan 
turiiisifiya, scpcrti LTD yang mcnangani bidang kepenriudukan 
iLipai [nenaaipung bidang keluarga bcrencana. Bidang lain 
scbogarmona dimaksud d» alas dapal juga berdiri sebagai LTD 
icfsendiri scpanjang jumlah kaseluruhan LTD lidak melebihi jumlah 
yang lelah djlenlukan. 

-1) LTD dapat berbentuk Badan alau Kantor. namun jumlah lota! LTD 
baik yang bcrbsniuk Badan atau Kanlor lersebui leiap maksimal fi 
(dniapan) LTD. 

5) Dalam pembalasan jurr.lah maksimal 8 (delopan) LTD, khusus 
unluk bidang polayannn kesehalan yang diakomodosikan dalam 
boniuk Rumah Sakil Daerah, dapal dikccualikan sesuai dengan 
jumlah Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini, 

G) Fungsi-fungsi yang selama ini diwadahi dalam bcniuk LTD seperti 
iungsi lingkungon hidup (Bapedalda), mengingal lingkungan hidup 
merupakan salah salu kewenangan wajib, maka pcv/adahannya 
dilakukan dalam benluk Dinas, 

7) Fungsi yang befum ditenlukan dalam Pasal 6 ayal (3) dan Pasal 10 
ayal (3) lelapi sudah dilelapkan sebagai perangkat daerah dalam 
Undang-undang lertenlu, seperll Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999, 
diakomodasikan dalam kelompok LTD dengan kclenluan di 
lingkungan Sekrelarial Daerah tidak dibenluk unit yang menangani 
fungsi kepegawaiaa Pembenlukan B K D lidak mengirrangl 
jumloh maksimaf LTD. 

LIL L A N G K A H - L A N G K A H PENATAAN PEGAWAI N E G E R I S IPJL 

] . Sejalan dengan upaya penalaan kelembagaan perangkal daerah, perlu 
difaksanakan anahsis jabaian dar> analisis Dcban kerja pada seliap saiuan 
organisasi untuk mcnyusun pcta jabaian, kompelensi jabaian, dan jumlah 
pegawai untuk merxgisi jabaian lersebui sesuai beban kerja organi^^asi, 

7 



2 Masil analisis jabaian dipergunakan sebagai bahan lindak lanjul 
. percncanoan pegawai unluk mengatasi kesenjangan anlara persediaan 

pegawai (pegawai yang ada) dengan kebuluhan pegawai, meiipuli sntara 
lain ; 

a. Penelapan pengangkalan PNS yang leTah mempunyai/memenuhi 
kompelensi ke dalam jabaian dalam unit kerja yang bersangkulan; 

b Jri^^rina.naji/penyaluran PNS ko uniViristnnsi yang membutuhkan 
';osuai dengnn kompetensi yang bcrkesesua an; 

c Pcrcncanaan pcndidikan dan pelalihan untuk peningkalan kompelensi 
P N S ogar sesuai dengan lunlulan jabaian; 

d Pcrcncanaan pendidikan dan peia'ihan unUk alih jabaian bagi PNS 
yang dialihkan ke jenis jabaian yang borbeda; 

o Pongalihan PNS dari jabaian slruktursl/non strukluraf ke jabaian 
fung^ional tertenlu harus mendasarkar kepada pcnghilungan 
kebuluhan formasi jabaian fungsional terlcntu pada masing-masing 
unit kerja serta memperhaiikan keicrscdiaan onggaran unluk 
perinbayaran tunjangan jabslannya; 

f. Bagi PNS yang dfkalegorikan kelebihan karena lidak lertampung 
dalam organisasi yang bersangkutan. atau di unit-unil/inslansi lain 
karena kompelcnsinya tidak diperlukan. penyelesaiannya dilakukan 
berdasarkan PP Nomor 32 Tahvn 1979 lentang Pemberhenlian PNS. 
khususnya kelenluan-kelenluan pemberhenlian PNS karena adanya 
pcnyederhanaan organisasi. 

3. Unluk mengurangi jumJah PNS yang diberhcnttkan den dalam rangka 
pengkaderan untuk memperoleh tenaga yang lebih segar dan polensial. 
maka pcrpanjangan Catas Usia Pensiun fBUPj bogj pejabal eselon I dan 
esclon II lobih dari 58 tohun honya dapat dilakukan apabila keahiiannya 
masih sangat diperlukan dan beium ada Kado: pcngganli. Perpanjangan 
Solas Usio Pensiun febih dan 56 lahun drlakukon deng:;n songal 
Gcloklif 

Hnl lull ynng pcdu dipcrhatikan dalam perpanjungan balss usia pensiun 
poi.'ibrit oseion I dan eselon II. aniora fain : 

;i l'crfMnf;inrj[ifi linlHrs irsio pensiun difokukan r-cliap laruin berdasarkon 
kepulusan Badan Perlimbangan Jabalon dan Kepangkalan 

• (Baporjnkol) inslansi masing-masing; 
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b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki kompelensi jabaian 
yang dipe'Jukan don belum ada pengganlinya;' 

C Pegawai Negen Sipil yang bersangkutan memiliki kinega yang sangal 
boik sehingga layak dijadikan panulan di lingkungan inslansinya; 

d. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menduduki jabaian siruKtural 
yang sangai sirategis, 

A. Peningkalan esclon Camat (Kepala Disihk unluk Wfilayah Propinsi Pa.oua) 
dan eselon III b menjadi eselon HI.a. berpengaruh terhadap jenjang 
kepangkatan Carnal yang semula Penala golongan ruang Ifl/c sarnpal 
dengan Pombma Tingkal I golongan ruang IV/b menjadi Penala Tingkal I 
goTongsn ruang Ml/d s/d Pembina Tfngkai I goiongan ruang iV/b. HaJ 
lersebui akan beraklbal kepada Pejabal Carnal yang semula memenuhi 
persyaratan kepangkalan menjadi lidak msmenuhi porsyaratan 
kepangkalan. Sebubungan dengan hal ilu, bagi Pejabal Carnal yang 
pangkalnya masih di bawah jenjang yang dipersyaralkan unluk eselon 
III.a, kepada mereka tetap menjabal sebagai C a n a l dengan esefon Hl.b 
sampai dengan yang bersangkutan naik pangkal menjadi Penala Tingkal J 
golongan ruang lll/d. Dengan demlkian tidak merugikan pembinaan karier 
PNS yang bcrsangkulaa 

Perubahan esclon dari lll.b ke Ul.a dilakukan bcrsama-sama dengan 
perubahan organisasi perangkal daerah secara keseluruhan. 

5. Pengangknian PNS baru hanya dapal dilakukan uniirk mengisi jabalan-
jabalan yang lidak dapol drganlikan oleh PNS yang ada. karena hafus 
mempunyaj kompelensi yang spesjfik seperll unluk Jabaian Guru. Doklar, 
Paramedis dan lenaga-lenaga teknis Jain. 

G Kosnluruhnn kebijakan mengenai mutasi kcpegawaian yang metfpuli 
pcr^gangknian, pemindahan. dan pemberhenlian sebelum dtieiapkan oleh 
Pejabal Pembina Kepegawaian Daerah harus memperhaiikan 
perlimbangan dari Bapefjakal Propinsi dan Baperjakat Kabupaten/Kota, 
Sotiiibuii'rnn deng.in iiu, para Pcjohol Pembina Kopcgawaian Daerah 
liarus fin 'igrt iimatkan fungsi E3apei|akat guna dapol merrbaniu dalam 
tTH'ihi'in i iJ k r i ulu: yang bijahsana, iransparan. don obycklif 
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IV, P R O S E D U R P E N G E C U A L I A N DAN P E N E T A P A N P E R A N G K A T D A E R A H 

DAGI D A E R A H GARU 

1. Proscdur PcngccuaHan 

o Sesuai Pasal 26 PP Nomor 8 Tahun 2003. dapal dilakukan 
pengccLialion organisasi perangkat daerah se lelah mendapal 
persG ujuan dari Presiden alas usul Menleri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Menleri Datam Negen. 

b. Perigecualfan lersebut dilakukan dengari prosedur sebagai berikul; 

1) Pengecudlian harus dilandasi alasan yang kual dan didukung dala 
alas kebuluhannya secara ra&ional dan obyeklif. 

2) Pengocualian diusulkan oleh Pemerintah Daernh kepada Menleri 
Dalam Negeri. dilengkapi dengan naskan akademiknya. 

3) Manteri Dalam Negeri melokukan penilaian dan anafists. 
selanjutnya menyampaikan usulan lersebut kepada Menleri 
Pendayagunaan Aparatur Negara, 

4) Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan usulan 
pcngecuaiian lersebut kepada Presiden unluk mendapaikar^ 
persetujuan. 

5) DaTam hal usulan tersebul iidak dapal dipedimbangkan. Menleri 
Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan hal lersebui 
kepada Menleri Dalam Negen unluk solanjulnya disaiopaikan 
Kepada Pemerinlah Daerah yang Oorsangkulan, 

2. Prosedur Penelapan Perangkat Daerah bagi Dnorali Garu 

a, Sesuai Pasal 27 PP Nomor 8 Tohun 2003, penelapan Perangkat 
Daorah Propinsi. Kabupaien. dan Kola yar>j baru dibenluk dan belum 
mofTipunyai Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan 
Kepulusan Penjabal Kcpaio Doorah yang bcfsangkulan soteioh 
mcrxJapal porselujuan dan Menleri Pendayagunaan Aporolur Negara 
danMonteri Dalam NogoJi 

10 



t). Penelapan Perangkal Daerah lersebui dHakukan dengan proscdur 
sebagai bcrikul : 

1) Per^jabat Kepala DaerahiMnyempaikan usul penelapan Perangkal 
Daerah kepada Menieri Oolam Negeri dengan dileriQkapi naskah 
akademik dan Rancangan Kepulusan Fejabal Kepala Daerah 
lenlang Organisasi dan Ta la Kerja Perangkal Dacrah, 

2) Mcn'eri Daram Negeri menyampaikan usulan dan kelengkapannya 
kepada Mcnieri Pendayagunaan Aparalur Negara. 

3) Usulan lersebui dibahas bersama ofeh Tim yang lerdiri dari unsur 
Kerrcnlerjan Pendayagunaan Aparalur Negara, Deparlemen 
• •lam Negeri, dan Pemerinlah Daerah yang bersangkuian, serta 
apabila diperlukan dapal melibalkan instansi dan pihak lain yang 
lerkai l 

4 ) Merlen Pendayagunaan Aparalur Negara memberikan perselujuan 
Organisasi dan Tala Kerja Perangkal Daerah berdasarkan hasil 
perrbahasan dan seianjulnya disampaikan kepada Menleri Dalam 
Negen 

5) MenTeri Dalam Negeri menyampaiken perselujuan lentang 
Organisasi dan Tala Kerja Perangkal Daerah kepada Penjabal 
Kepala Daerah yang bersangkulari unluk dilelapkan menjadr 
Keputusan Penjabal Kepala Daerah. 

6) Penjabal KepaJa Daerah menelapkan Keputusan Penjabal Kepala 
Daerah lentang Organisasi dan Tala Kerja Perangkal Daerah. dan 
salinannya disampaikan kepada Kemenlerian Pendayagunaan 
Aparalur Negara dan Deparlemen Dalam Negeri. Kepulusan 
tersebut berlaku sampai dengan ditetapkannya organisasi dan lata 
kega Perangkal Daerah berdasarkan Peraluran Daerah 
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V. W A K T U P E L A K S A N A A N 

Pada dasarnya keteniuan PP Nomor 0 T£,hun 2003 sudah dapal 
dilaksanakan tcrhilung mulai Langgal ditetapkannya Peraluran Pemerinlah 
lersebui yailu tanggal 17 Marel 2003. namun diberikan masa Iransisi selama 
2 (dun) lahun. 

Oaram masa transisi lersebuL Pemerinlah Daerah melakukan 
pcfsiapan ronvcsuninn organisasi perangkat tiaorahnya dengan Pelunjuk 
Pc lnksau iun ir i s th in jga dapa". diselesaiknn sebelum bolas waklu transisi 
bor^Akluf 

Penyosuamn kclombagaar* Perangkal Dacrah hcndaknyu dilakukan 
secara mcnycluruh (komprehensif) artinya penycsuaiar* lidak dilakukan 
secara porsial. Sebegai conloh. penycsuaian IkJak hanya ponyesuatan 
esclon C'lrnal saja. akan lelapi dilakukan secara kescJuruhan daJam 
Peraluran Dacrah yang mengalur kelembagaan Perangkal Daerah. 

VN LAIN-LAIN 

1. Kelenluan mengenai organisasi Satuan Pclisi Pamong Praja akan dialur 
lersendiri dengan Peraturan Pemerintah, yang saat ini lefah disiapkan 
oleh Deparlemen Dafam Negeri bersama dengan Kementerisn 
Pendayagunaan Aparalur Negara. Keberadaan Saiuan Pofisi Pamong 
praja lidak (ermasuk dalam keteniuan yang mengalur jumfah Dinas dan 
LTD. 

2. Kelenluan mengenai organisasi Rumah Scki l Daerah okan dintur secara 
khusus dengori Kepulusan Piesidoiv 

3. Kelcntuan eseion Kepala Tala Usaha Sekoluh Lanjulan fingkat Pertama 
dan Sekolah Menengah Umum dialur berdasarkan Kepulusan Menleri 
Pendayagunaan Aparalur Negara. 

A KctcrilvMn mcr^gcnai organisasi Kecarraton dan Kolurahon akan dialur 
derigan Kepulusan Menleri Dalam Negen. 
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PERATUryVN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG 
P E N G A N G K A T A N , PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTfAN PEGAWAI 
N E G E R I S I P I L 

I. L A T A R D E L A K A N G 
•I-

Kebijaksanaon manajemen Pegawai Negeri Sipil bernda pada Presiden selaku 
Kepala Pemerinlahian Sebagaimana lolah dialur dalam Pasal 25 Undang-
undang Nutnor 8 Tahun 1974 lenlang PckoK-pakok KepegsNvaian jo Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999. pengangkalan, pemindahan, dan 
pemberhonlran Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Guna 
kelancaran pelaksanaan pengangkalan. pemindahan, dan pemberhenlian 
Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapai mendclegasikan sebagian wewenangnya 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusal dan menyerahkan sebagian 
wewenangnya kepada Pejabal Pembina Kepegawaan Daerah yang dialur 
lebih lanjul dengan Peraluran Pemerinlah, 

Solain ilu dialur pufa bahwa unluk dapal lebih meningkalkan daya guna dan 
hasil guna yang sebcsar-besamya, niaka sislem pembinaan kafier yang 
digunnknn adnlah sislcm pernbinaan karler Icrbukr dalam arli instansi dan 
lerlulup dalam aril negara. 

Dengan sistem karier lerbuka dalam arti instansi dan tertulup dafam aril 
negara. dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Srpil dari Deparlemen/ 
Lembaga/Propinsi/Kabupalen/Kota yang satu ke Departemen/Lernbaga/ 
Propinsl/Kabuoatcn/Kota yang lain alau sebaliknya, lerutama unluk menduduki 
jabolan-jabalan yang bersifal manajerial. Hal ini mengandung pengertian 
bahwa sofuruh Pogawai Negen Sipri merupakar* rati] kesatuan. yang berbeda 
adalah Icrnpul pekerjnanrya, 

Hasil evulunsi alas pelaksanaan Peraluran Pemerint^ih Nomor 96 Tahun 2000 
lenlang Wewenang Pengangkalan. Pemindahan dan Pemberhenlian Pegawai 
Noguri SifJil :elaii inuninibulkan kcccndcrungari sislem pemLjinann karier 
lorkolek-kolnk bnik anlara PcmeniUah Daerah. Propinsi maupun aniar 
Pcmcnnlal i Dacrah Kabupalen/Kota dan Pemennlah Pusat. Sohubungan 
dengan Jial lcr:x."bul. dip.nndang perlu unUik n^cnycmpurnakan Pcn luran 
I 'nrncnrUnh Nurrnjr Dil F; ilu in ?CK]r] lunlnrig W<:wnnnng Pf ?rif]jrngkrilnn, 
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pemindphon. dan PombCfhenlian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana leiah 
djubah dengan Pcraluron Penierinlan Norrior 9 Tahun 2003, 

Dengan dcmikan, selrap pengangkalan, pemindaTian, dan pemberhenlian 
Pegawai Negen Sipi\ oleh pejabal yang bcrwenang harus dibksanakan 
berdasarkan Peraturan Pemerinlah ini yang merupakan norma, slundar. dan 
prosedur dalam pengangkalan, pemindahan, dan aemberhenlian Pegawai 
Negeri Sipil. 

n. K E W E N A N G A N 

1 . Pres i f l cn menelapkan" : 

a. Kenaikan pangkal bagi Pegawai Negeri SipN Pusal dan Pegawai Negeri 
Siprf Dacrah uniuk menjadi Pembina Ulama Muda golongan .uajxj IV/c, 
Pembina Ulama Madya gofongan ruang Wfd. dan Pembina Ulama 
golongan ruang IV/e. 

b. Pengangkalan. pemindahan. dan pen^berheniian Pegawai Negeri Sipil 
dnlnm don dan jabatan struktural esoTon I, jabaian fungsional Jenjang 
Ulama a lau jabaian lain yang per^gangkaian, pemindahan, dan 
pcmbcrhenliannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkalan, 
pemindahan. dan pemberhenlian pejabal struktural esclon I di 
lingkungon Pemennlah Daerah Propinsi. 

c. Pcmberhenlran semenlara dari jabaian negeri bagi pejabal slruMurai 
esclon I, jabolon fungsional Jcnjarig Ulomn alou jabotan ioin yang 
pcngrngknian, pemindahan, don pernhnrhcn:iannya menjadi wewenang 
Pfcsiden. kccunii pengangkalan, pcmindahanH dan pemLerhenlran 
pojobat rlrukiural eseioii J dj Jjngkurtgan Pemerinlah Dacrah Propinsi . 

d I VNIILOI hcnlran Pcgowar Ncgori S'prl Pusal dan Pegawai Negen Sipil 
Dui' i i ih unluk (julongan ruuiKj IV/c, iVVd, dun iv/o uorln pcnsiufinyn, 
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2. Kep. iL i B.nian Kepcna-vaian Negara menelapkan : 

it Lctuiantikuinrx Calon Pegawai Negen Sipil menjadi Pegawar Negen Sipif 
(Pusal Jan Daciuh) yang Icwas alau eacal karena dinas; 

b. Kenaikan pangkal anumerta dan kenaikan pangkal pengabdinn bagi 
Pegawai Negeri Sipil Pusal don Pega'v/ai Negeri Sipit Daerah uniuk 
tncnjaJi Juru Muda Tingkat I golongan ruaig l/b sampa- dengan 
Pembina Tingkal I golongan ruang iV/b; 

c Px;rp:nikihan: 

1 J Pogawai Negeri Sipil Pusal antar pepartcmen/Lenibaga, 

2) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Dacrah anlar 
Propinsi. Kabupalen/Koia dengan Departemen/Lernbaga. 

3) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi. 

4) Pegawai Negori Sipil Daerah anlara Dacrah Kabupalcn/Koia dengan 
Daerah Kabupaien/Kola Propinsi lainnya. 

d Pemberhenlian dan pemberian pension bagi Pegawai Negeri Sipil Pusal 
dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yarxg berpangkal Pembina Tingkal I 
golongan ruang Wfb ke bawah yang Icwas, meninggal dunia, cacal. 
karena dinas. dan mencapai balas usia pensiun. 

3. Pe jaba l Pembina Kcpegawaian Pusat mcr>clapkan: 

a. Pcnganokalan Calon Pegawai Negeri SrpiL 

b. Penganckalon Calon Pegawai Negeri Sipi! menjadi Pegawai Negeri Sipil 
PusaL kecuafi yang tewas dan cacal karena dinas; 

c. Pemberhenlian semenlara Pegawai Negeri Eipit golongan ruang I/b 
i;nmpni ilcngnn IWb, 

d. Kenaikan pangkal bagr Pegawai Negeri Sipij Pusal yang diperbanlukan 
di lingkungannya unluk menjadi Juru Muda Tingkal I goror>9an ruang f/b 
snmprK dengan Pcmbma Tingkal I golongan ruang IV/b. kecuali 
kcnaikjifi pnntjkat mumeria dan kenaikan par>gkai pongabdinn. 



x> J m ;,iMi|^ilari, pemindahan sertn pctnbcrliomian daUm J a n dari 
lah.i ian ^ifiikUiml cselon U ko bawah aiau jabaian fungsjonal yan^ 
^onjun.jnya setingkal dengan itu, 

r Pemberhenlian semenlara dari jabatan nogen bagi yang incndudukf 
labaian slruklurnl csefcwa II ke bawah al.vj jabaian fungsional yang 
jonpngnya sekngkai dengan ilu. 

g. Pcmborhcni isn Calon Pegawai Negeri SipiT Pusal dan Pegawai Negeri 
Sipil Pusa l golongan ruang IV/b ke bawah, kecuali yang icwas, 
moninggal dunia, cacal karena dinas alau mencapai balas usia pensiun, 

•1. Pe jabat PcnJ>ina Kopcgawaian Dacrah Pioplnsr menelapkan : 

a . Pertgangkalan Galon Pegawai Negen Sipil di I ngkungannya. 

b. Pengangkalan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil 
kecuali yang tewas atau cacal kareria dinas. 

c. Kenaikan pangkal Pegawai Negeri Sipil D a c a h Proptnsi dan Pegawai 
Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungarinya untuk golongan ruang 
l/b sampaf dengan golongan ruang iV/b, kecuali kenaikan pangkal 
anumerta dan kenaikan par>gkal pengabdian. 

d. Kenaikan pangkal Pegawai Negeri Sipl Daerah Kabupalen/Kola dan 
Pegawar Negeri Sipil yang dipcrbarxtukan di lingkungannya unluk 
golongan ruang iV/a dan IV/b kecuali kenaikan pangkaT anumerta dan 
kenaikan pangkal pengabdian [diletapkan oleh Gubemur selaku wakil 
Pemerinlah). 

Q. Pengcngkalan, pemindahan dan peimberhanlian Pegawai Ncgeii Sipil di 
lingkungannya dalam dan dari jabaian slrukiural esebn II ke bawah alau 

fungsional yang setrngkal oengan itu. 

f. Pengangkalan Sekreloris Daerah dengan perselujuan pimpinan DPRD 
scl'^lah bcikcnsullasi dengan Menlen Dalam Negeri, 

g. Pemberhenlian Sekrelans Daernh Propinsi selelah berkonsuJtasi 

dojKjnn Mcnleu Dniam Nogori. 
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h- Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dacrah antar Kabupatcn/Kcid dalam 
salu Propinsi dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah anlara 
Kabupalen/Kola dengan Daerah Propinsi dtau sebaliknya. 

i. Pemberhcntian scmeniaia Sekretaris Daerah Propinsi. 

j . Pemberhenlian semenlara dari jabatan negeri bagi yang menduduki 
jabaian eselon 11 ke bawah alau jabatan fungsional yang jcnjangnya 
£Clingkat dengan ilu. 

k Porjiboihcntian Cnfon Pegawai Ncgeri Sipif dan Pegawai Noi;cn Sipil 
Dat.rali Propinsi golongan ruang IV/b ke bawfh kecuati yang lewas, 
moninggal dunia, cacal karena dinas atau mencapai balas usia pensiun, 

Pe jaba l Pc r rb ina Kcpegawaian Dacrah Kabupalen/Kola menelapkan : 

a, Pengangkalan Colon Pegawai Negeri Srpi l / 

b, Pengangkalan Calon Pegewai Negeri Sipil rr.enjadi Pegawai Ncgeri Sipit 
kecuali yang Icwos atau cacal Karena dinas. 

C- Kenaikan pangkal Pegawai Negeri Sipil Dacrah Kabupaicn/Kola dan 
Pcgav/ai Negen Srpil yang diperbantukan d llngkurigannyn unluk 
golongan ruang lll/d ke bawah. kecuali keruikan pangkal anumerla dan 
kenn kan pangkal pengabdian. 

d, Pengangkalan SoKrelaris Dacrah Kabupalen/Kotn dengan persetujuan 
pimpinnn DPRD setelah bcrkonsutlasi der>gan Gubernur, 

o, Pcngnnrjkatan pejabal struktural eselon II selelah berkoosuiiasi dengan 

Gubcinu' , 

f Pcmbcrronttan Sekrotans Docrah Kabupalen/Kola dan pejabal 
si 'uklural csdon esclon II selelah berkonsullnsl dongan Gubernur. 

1 ] I ' l n t H i iM^uh in vrfrii-nlofa Srkfoinris Dacrnti dan pejabal struklurnl 
I-'. 1,11 k f * >iw.iri 
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h. Perpindahan Pegawai Negori Sipil Daerah antsr Kab up a ten/Kola datam 
salu Propinsi dan perpindahan Pegawar Neger. Sipii Daerah anlara 
Kabupalen'Kola dengan Daerah Propinsi dlau sebaliknya. 

i, Pcmbcfhentian semenlara Sekretaris Daerah Propinsi 

j . Pemberhenlian semenlara dari jabatan negeri bagi vang menduduki 
jabaian eselon II ke bawah alau jabaian fungsional yarxg jenjangnya 
selingknl cengan itu, 

k, Pomhedicntmn Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pogawrai Ncqori Sipil 
Ooofah F^iopjnsi golongan ruang IV/b kc bawah kecuali yang levvas, 
mcnmggal dur^ia, cacal karena dinas alau mencapai balos usia pensiun, 

Pcjaboi Pcmoina Kcpegawaian Dacrah Kabupalen/Kota menct jpkan : 

a, Pcngongkatan Calon Pegawai Negeri S ip i l / 

b, PengarKikalan Calon Pegewai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil 

kccuak yang lowas atcu cncat karena dinas. 

c, Konnikan pangkal Pegawai Ncgeri Sipil Daerah Kabupalen/Kola dan 
Pegowoi Negeri Sipil yang dipcrbanlukan di Jingkungannya unluk 
golongon ruang IJl/d ke bawah. kccuaii kenaikan pangkal anumerta dan 

kenriiknn pangkal pengabdian, 

d, Pengangkalan Sekrelaris Daerah Kabupa!en/Ko1a oengan perselujuan 
pimpinnn DPRD setelah berkonsuHasr dengan Gubemur. 

o. Prnrinngkalan pejabal slruklural eseJon II selelah berkonsuliasi dengan 
GulKTf nur. 

f J'ofTilujrMeniion Sekrelaris Daerah Kabupalen/Kola dan pejabal 

sHukUiral Gsclon osclon 11 sclclan bcfkoosullasi dengan Gubormr 

*? T* ' in i " ' r r i i*Mi i . in 'iouv'nlafn Sr-kfolnns Drx^rrih dnn f»0|abal siniklural 
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h. Pemberhenlian Colon Pcga^vai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil 

Dacrah Kabupalen/Kota goFongan nrang Jli/£j ke bawah kccueli yang 

tcv/as. mcninggol dunia. cacal karena dinas alau mencapai balas usia 

pensiun. 

i. Pengangkalan, pemindahan. dan pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil 
dalam can dan jabatan siruklural escTon HI ke bawah dan jabaian 
fungsional yang jenjangnya selingkal dengan jabatan slruklurai eselon 11 
ko bawah. 

I l l , K E T E N T U A N PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, OAU PEMDERHENTIAN 

1. Kc i ' a l kan Pangknl 

Penclnpon kewenangan kenaikan pangkal dalam PP Nomor 9 Tnhun 2003. 
dimaksudkan dalam rangka manajemen pemoinaan PNS secara nasional 
dengnr^ memberikan kewenangan seciva berjonjang dari Presidcn, Fejabal 
Pcml in.i K^ reg.'iwajon Pusal. Propinsi dan Kabupatcn/Koto yang 
mcrur'aknn cormirmn dari kebval:ar> yang bersifal 'unified' 

Un'.uk menjamin obyeklivilas pelaksanaan kenaikan pangkal, maka fungsi 
Bndon Pcflimbanngan Jabaian dan Pangkal pada lir>gkal Propinsi. 
Kabupaien don Kola harus opiimal dafam memberikan poriimbangan 
kcpad;; Pqnbal Pembina Kepegawaian Dacrah Propinsi, Kabupalen/Kola. 
ScJanjulny:) daJam rangka penyelenggaraan dan perneliharaan martajemcn 
inforfnasi kcpcgawaran, Pejabal Pembina Kcpegawaian Pusal dan Daerah 
wajib rncryampaikan setiap jcnis mutasi kepcgawaian kepada Kepala 
Qodan Kcpegawaian Negara mcr>gcnai pelaksanaan kenaikan pangkat 

. Pcgavvni Negcfi Sipil. 

2. Pcnganrjkntan Dalam Jabaian 

JV-nn |k.ir:in dnimn jahnlan slrukturnl rlnn pcnjnivikrilnn dalam jabaian 
rur:diiKio:il. h j rus moir.enuhi persyaraian jabalort atau kornpelcnsi yang 

dipurf.yariitkan. olcM jobaian tursebul. 

Ufiliik '11-.'ncriirhi kuinpciens' jab^ilon tersebul. oemJihafj lofhaifap cafon 
jh'^f.ih.ir. 'iil.fk h : i 1 / 1 dipcniniiikknn Kngr Pegawai! Nognn Sipil y - i iK j ndn 
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paft.i ifv.tansi ynnq hGrsangkutan sqa, fotapi icfbuka bagi seTuruh Pegawai 

Nen-Ti • [ t i].iii ini.i.iiiS" lam. 

P e n n a n ELip-:rjokiiI Insians" Pusal , Propinsi dan Kabupalcn/Kola harus 
boriuni) M socara opiimal guna mcmDcrikan pcrlimtangan kopadn Pejabat 
Pen .Dui.i Kcgoni:^vaian aqof oapal diperoleh pogawai yang tepsi {ths right 
man in rac nghi ptacc) 

3. Pcniindah.-in daEnin Jabatan 

Pcrrirndahan dafam jabo'an dilakukan dengan riiorrperhalikan pola kOficr 
( I L I I I i iHrcipofhnbkon. kompelensi jobaian ynng bcrkesesoman. Misafnya, 
scor . ing (jur.j lidak dapal cJipindahkan kc jabaian Carnal kecuali Iclah 
mernenubk koinpelensi sebogai scorang Carnal. 

' 1 , PcfTibcf honlian Dniam Jabaian 

Pemboihcnibn daiam joboian slruMural ha'us memcnuhi persyaralan 
pombcrhcniun sebagaimana yang dialur dalnm Peraluran Pcmerinloii 
Nomor TOO Tahun 2000 tenlang Rengangkelan Pegawai Negeri Sipil dafam 
Jab^itnn Struk jural sebagaimana telah diubch dengan Peraluran 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 200Z 

5. Pcmbcr l jen: ian Pegawai Njgcr i Sipil 

Oalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhcntikan dengan homial dengan hak 
pensiun, dalam keputusan pemberhenEiannya dilelapkan sekafigus 
pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanyn. 

Pemberhenlian yang dimaksud dalam kelenluan lersebut adalah 
pemlicrhentan dengan hormat atau lidak dengan hormal, antara lem 
karuna 

a a las pcrmintaan scndin. 

b. mnninggal dunia; 

G Ibukutnan d'SipJin. 

d pcrnmprngnn organrsasf pemerinlah; 

e incnt"*d' nngpia panxil, 
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f d i l ' id . i f i : i p f n j s i i a , 

h M'lcufini psmnni; 

i ka rcnJ drnns; 

j ' :Gx ',n:-.; cJnn 

k, rnunrnpni batns usio pensiun. 

KcicnUinn lobih lanjU yong bersifal loknis dari pclaksanaof i Peraluran 
Pcmcnnmr Nomor 9 Tshun 2003 akan dilelapkan oleh Kepala Badan 
Kepcpnwaian Negara yailu mengenai : 

n Polnksanann kewenangan dalam Peraluran Pemerinlah No-nor 9 Tahun 
2iJ03 dan pongeluran masa imnsisi; 

b Pclakscnaan pemberhenlian dan pembcfiari jjonsiun Pegawai Negen 
Sipil yang (ewas, mcninggal dunia, cacal karena di i '^s, dan mencapai 
balas usia pensiun, seria pensiun janda/dudarya; 

c Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraluran perundang-

undangan dr bidang kepegawaian. 

Dalam hal Pejabal Pembina Kepegawaian PusaL/Propinsi/KabL'palen/Kola 
melakukan polanggaran terhadap pcraiuran peruncJang-undangan di bidang 
kepegawoian sejak bedakunya Peraluran Pemerinlah Nomor 9 Tahun 
2003. maka Kepala Badan Kepegawaian Negara berwcnang unluk 

mcngambil tindakan administralif berupa : 
4 

a pcrinrjaian; 

b icqurim, dan 

c per:catuian kepulusan alas pengangkalan. pemindahan, dan 
f^ii i ihi\hi ^niian 
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V . K E T E N T U A N MEMGliNAt KONSUl .TASl 

Oalam PGr.jluran Pemerinlah ini dialur mekanisme konsullasi pes igarxjkaran 
dan pcmbofhcnti.'in Sokrolaris Doer^ih Propinsi kopada Monlon Dalam Megcn 
dan niok.-inpsmo pGngantjkalan dan pcmbeihentian Sckroians Oncmh 
Kobupalcn/Keta serta pejabal strukluraf cscSon 11 pada Kobupalcn/Kola kepada 
Gubernur selaku Wakil Pemerin;ah. Pengaluran mekanismo kou^ullasi im 
dimaksudkan daiam rangka mewujudkan pcmb'naan karier Pegawai Negen 
Sipil secara nosjOna! dan menjamin kesctaraon kcalitas sumbcr tlaya manusra 
aparatur anor sesuai dengan persyaralan jabaian 

Hasit evaluasj lorhodnp pelaksanaan pengangkalan Sekrelaris Dacrah selama 
ini menur^ukkan adanya polanggaran lerhadap norma, slandar dan prosedur 
yang lelah ditelopkaa Pada umumnya pelanggaron lerjadt Icbih disebabkan 
belum cukup Icrsedionya Pegawof Negeri Sipd yang memcnuhi persyaralan 
unluk dangkai dalam jabaian Sekrelaris Daerah uniuk daerah yang 
bersangkuian. Dengan konsullasi lersebui diharapksn pula dapal memberikan 
pertimbangan ler^lang keiersediaan Pegawci Negeri Sipii yang memenuhi 
persyaratan jabaian dari Pemerinlah Daerah lam. Dengan demikian, 
pelanggaran lerhadap norma, slandar, don prosedur kepegawaian dapal 
d^hindnn. 

Persyaratan pengangkalan Sekrelaris Daerah Propinsi dan Sekrelaris Dssrah 
Kabupalen/Kola seria pejabat slruklural . s e b n II di linakunosn 

Kabupaien/Kota ditetapkan berdosarkan peraluran perunda 

syorai-syarai Eamnya, meiipuli persyaratan ac tmr ts t ra t i f ^ ^ r ^^ 
kcbangsoan, seria mekamsme konsullasi boruua pnn,jnnn . T ^^^'^^ 
uaorah oleh Menicn D a t a . Negori unluk t^ZslTj n 

dibanlu oich sebuah l im Penilai. ^ T " ' ' ^ P ^ ^ C - o / K o i a y-ang 
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